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Al JAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARAWANG
A. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan
Jalan perlu disesuaikan

h. bahwa untuk melaksanakan penyesualan sebagaimana

dimaksud huruf a perlu mengatur kembhall Pajak
Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Undang-undang Nomer 14 Tahun 1950 tentang
Pemhbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
llingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) ;

P}

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
poKok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 38, Tamhahan Lembaran Negara
Nomor 3037) ;

)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penvelesalian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 40, Tamhahan Lembaran Negara
Nomor 3684) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dencan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) ;

6, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lemharan Negara Tahun 1997 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;



8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1977 tentang Tata Pedoman Tata Cara Pungutan
Pajak Daerah ;

9, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

10, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Pajak Daerah ;

11, Peraturan Daerah Kabhupaten Daerah Tingkat II
Karawang Nomor 010 Tahun 1988 tentang Penunjukan
Penyidik Pegawai Negeri S8Sipil Yang Melakukan

Penyidikan Terhadap Peraturan Daerah Yang Memuat
Ketentuan Pidana.

Nergan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
MEMUTUSKAN
senelapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11

KARAWANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN,

BAE T

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lialam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

4, Daerah adalah Kahupaten Daerah Tingkat II
Karawang

{». Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daarah Tingkat II Karawang ;

¢. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Karawang ;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang ;

#. Perusahaan Listrikx Negara yang selanjutnya
disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara
(Persero) ;

Ly

Pajak Penerangan Jalan yang seterusnya disingkat
Fajak adalah pungoutan daerah atas penggunaan
tenaga listrik ;
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Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat vang digunakan oleh
wAalib pajak untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak yang ferutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah ;

surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSPD, adalah surat vyang digunakan oleh
wajib pajak untuk melakukan pemhayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala
Davrah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
¢1singkat SKPD adalah surat keputusan yang
menentukan bhesarnya jumlah pajak yang terutang ;

surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar vang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputus
An yang menentukan bhesarnya jumlah pajak vang
terutang, jumlah kredit pajak, Jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, hesarnva sanksi adminstra
1 dan jumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
Adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan ;

furat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, vang
selanjutnya disingkat SKPDLB,adalah surat Keputus
4l yang menentukan jumlah kelebhihan pembavaran
pbalak karena jumlah kredit pajak lebhih besar dari
fa2Jak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnva dengan Kredit pajak, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah vyang selanjutnva
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administrasi herupa
bunga dan atau denda -

Surat Perintah Membavar Kelebihan Pajak yang
selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah
untuk melakukan pembavaran atas kelebihan pajak,
bunga dan atau denda ;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabhupaten Daerah

Tingkat IT Karawang pada Bank Jawa Barat Cabang
Karawang.

w)



(1 )

(2)

BAB T1I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak
atas setiap penggunan tenaga lstrik.

Obvek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga
listrik.

Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini adalah tenaga listrik vang bherasal dari
PN maupun bukan PLN.

Pasal 3

ikecualikan dari ohyvek pajak adalah

A

h.

Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah
‘Pusat dan Pemerintah daerah

Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat vyang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan
Asing, dan lemhbaga-lembaga internasional dengan
Asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak
neygara;

Penggunaan tenaga listrik yang bherasal dari bukan
PLN dengan kapasitas tertentu vang tidak memerlukan
izin dari instansi teknis terkait;

Penggunaan tenaga listrik Yyang khusus digunakan
untuk tempat ibadah.
Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribhadi atau bhadan vang
menggunakan tenaga listrik.

Waiib pajak adalah orang pribadi atau badan vyang
menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga
listrilk,
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(3)

Tar

A

RAB ITI
NASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

fasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga
listrik.

Nilaili Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
avat (1) pasal ini ditetapkan

A. Dalam hal tenaga 1listrik berasal dari PLN dan
hukan PLN dengan pemhayaran, nilai jual tenaga
‘listrik adalah hesarnya tagihan hiaya penggunaan
listrik/rekening listrik ;

I, dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN
dengan tidak dipungut bhayaran, nilai jual tenaga
listrik dihitung herdasarkan kapasitas tersedia
dan pengyunaan atau taksiran penggunaan listrik
serta harga satuan listrik yang berlaku di
wilayah Daerah

Harga satuan listrik sehagaimana dimaksud pada
huruf b ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah dengan herpedoman Kepada harga
satuan listrik vang bherlaku untuk PLN,

Pasal 6
1p pajak ditetapkan sebagail berikut
Penggunaan tenaga listrik yang bherasal dari PLN,
bukan untuk industri sebhesar 3 % dan rumah tangga
sehbesar 4 %,
Penggunaan tenaga listrik vang bherasal dari PLN,
untuk industri yaitu industri bhesar sebesar 2,5 &

dan industri kecil sebhesar 3 %.

Fenggunaan tenaga listrik vyang berasal dari bhukan
PLN, bhukan untuk industri sebesar 6 %.

Pencgunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan
PLN, untuk industri sehesar 7 %.



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah
(2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 peraturan daerah ini.
BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN
SURAT PEMRERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8
Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya
dirfetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagail dasar
untuk menchitung bhesarnya pajak terhutang.

Pasal 9
Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya satu
tahun takwim kecuali bhila wajib pajak menggunakan
lahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim,

Pasal 10
Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat
pernggunaan tenaga listrik.,

Pasal 11
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
narus diisi dengan jelas, henar dan lengkap.

)

Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening
listrik vang diterhitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

(4) Bentuk, 1isi dan tata cara pengisian SPTPD
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.



BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 12

Rerdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) peraturan daerah ini, Bupati Kepala
Daerah menetapkan pajak terhutang dengan
menerhbitkan SKPD,

Apahila pemungutan pajak bhekerjasama dengan PLN,
rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak atau Kurang dihayar setelah lewat waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa
hunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih
dengan menerhitkan STPD,

Pasal 13

Wajib Pajak yang memhayar sendiri, SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

peraturan daerah ini digunakan untuk menghitung,

memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terhutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terhutangnyva pajak, Bupati Kepala Daerah dapat
nenerhitkan

a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
¢. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud huruf a ayat (2) pasal
inl diterhitkan

a, Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi
herupa hunga sebhesar 2 % (dua persen) sehulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlamhat
dibavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terhutangnya pajak.



b, Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka
waktu vang ditentukan dan telah ditegur secara
tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa
hunga sehesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya
pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terhutang dihitung secara jahatan,
dan dikenakan sanxsi administrasi herupa
kenaikan sehesar 25 % (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi
hberupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terhutangnya pajak.

(4} SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2)

()

pasal ini diterbitkan apahila ditemukan data haru
atau data yang semula bhelum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,
akan dikenakan sanksi administrasi herupa kenaikan
sehesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersehut.

3KPDN sehagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2)
pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terhutang sama hesarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terhutang dan tidak ada Kkredit
pajak.

Apahbila kewajiban membayar pajak terutang dalam
SKPDKB dan SKPDKBT sebhagaimana dimaksud pada huruf
a dan b ayat (2) pasal ini tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerhitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2
% (dua persen) sebhulan.



(5)

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala
Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembavaran pajak dilakukan ditempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnva 1 x 24
Jjam atau dalam waktu vyang ditentukan oleh Bupati
Kepala Daerah.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan
mengaunakan SSPD.

Pasal 15

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak
terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pemhayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bhunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak
yang helum atau kurang dibayar.

Rupatl Kepala Daerah dapat membherikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak
sampal bhatas waktu vang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bhunga 2 % (dua persen) sebulan dari
Jumlah pajak yvang belum atau kurang dibhayar,

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah,



(3)

b2

(2)

Pasal 16

Setlap pembavaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 peraturan daerah ini diberikan tanda
bhukti pemhayaran dan dicatat dalam buku
penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bhukti pembayaran
dan huku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal 1ini ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah,

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17
surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain vyvang sejenis sebagali awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh)
hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau sura;
laln yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi

‘pajak yang terhutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain
yanyg sejenis sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal 1ni dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah
atau pejabhat yang ditunjuk.

Pasal 18

Apahila jumlah pajak yang masih harus dibayar
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran stau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejelis, jumlah
paiak vyang harus dihayar ditagih dengan Surat
Paksa.

Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis,
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Pasal 19

Apabila pajak vang harus dibayar tidak dilunasi dalam
Jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan
Surat Paksa, Pejahat segera menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penvitaan,

Pasal 20

Setelah dilakukan penvitaan dan Wajih Pajak belum juga
melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh)
hari sejak tangugal pelaksanaan Surat Perintah
MelakKsanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan
kepada Kantor Lelang Negara,

Pasal 21
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,

Jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita

nemberitahukan dengan segera secara tertulis Kkepada
Walib Pajak,

Pasal 22
Rentuk, jenis dan isi formulir vang dipergunakan untuk
velaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh
Rupati Kepala Daerah,
BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23

(1) Rupati Kepala Daerah bherdasarkan permohonan Wajibh

Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembehasan pajax.

{z) Tata cara pemberian pengurangan, Xeringanan dan
pemnbebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini ditetapkan Bupati Kepala Daerah.



BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN/
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

Bupati Kepala Daerah karena jahatan atau atas
permohonan Wajibh Pajak dapat

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKRBRT atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

b. Membatalkan Aatau mengurangkan Kketetapan pajak
vang tidak benar;

¢. Mepgurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga, denda dan Kkenaikan
pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

Fermohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan,
kKetetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajibh Pajak
kepada Bupati Kepala Daerah selambat- lambatnya 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau SPTD dengan memherikan alasan
vang jelas,

Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
diterima, sudah harus memherikan Keputusan,

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini
Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi dianggap
dikabhulkan,
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BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

Walib Paiak dapat mengajukan Kkeheratan hanya
Kepada Bupati Kepala Daerah atau pejahat yang
ditunjuk atas suatu : ,

Aa. SKPD;

Ih. SKPEDKB;

c. SKPDKRT;

d. SKPDLB;

e: SKPDN;

f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang- undangan

perpajiakan yang berlaku.

Fermononan kKeberatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal inl harus disampaikan secara tertulis dalam
bahasa Tndonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak

* langgal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN

diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal
pemotongan, pemungutan oleh pihak Kketiga
sepagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib
pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannva,

Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 12
(dua helas) bhulan sejak tanggal surat permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ini diterima, sudah harus memberikan keputusan,

Apabhila setelah lewat waktu 12 (dua helas) bulan
sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Bupati
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan, maka permohonan Keberatan
dianggap dikabulkan ;

Pengajuan keberatan sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) pasal ini tidak menunda kewajiban memhayar
pajak,

Pasal 26

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding
kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam
Jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanva
keputusan keberatan.

13



(7) Pengajuan handing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar
pajak.

Pasal 27

Apapila pengajuan Kkehberatan sebagaimana dimaksud
pasal 25 atau bhanding sebagaimana dimaksud pasal 26
peraturan daerah ini dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sehbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYAN PAJAK
Pasal 28

(1) wWaiibh Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pemhayaran pajak kepada
Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Bupati Kepala Daerah atau pejahat yang ditunjuk
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
vermohonan pengembhalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sudah
harus memherikan kKeputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebhagaimana dimaksud ayat (2)
pasal ini dilampaui Bupati Kepala Daerah atau
‘pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
maka permohonan pengembalian kelebihan pembayvaran
pAailak dianggap dikahulkan dan SKPDLB harus
Aiterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan:

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
ayat. (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi.
terlehbinh dahulu hutang pajak dimaksud.

(5) Penuembalian kelebhihan pembhayaran pajak dilakukan
dalam waktu paling lama 2 (dua) bi1lan sejak
diterbhitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membavar Kelebhihan Pajak (SPMKP).
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{f;) Apabila penyembalian kelebhihan pembayaran pajak
d1iakukan setelah lewat waktu 2 (dua) hulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau
peiabat vang ditunjuk memberikan imbalan bunga
sehesar 2 % (dua persen) sebhulan atas
keterlamhatan pembayaran kelebhihan pajak.

Pasal 29

huabila kelebihan pembavaran pajak diperhitungkan
dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud
Pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara
gemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagal hukti pembayaran,

BAB XIIT
KEDALUWARSZESA

Pasal 30

(i) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di
bidanu perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
vada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila

4. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau,
. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajiib Pajak
baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31
(1) Waiilb P@jak vang KkKarena kealpaannya tidak
menyampalkan SPTPD atau mengisi dengan tidak henar
atau t;dak lengkap atau melampirkan keterangan
vang tidak benar sehingga merugikan Xkeuangan
daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan

valing lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
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(o) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan Keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
Jumlah pajak yang terutang,

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
peraturan daerah ini tidak dituntut setelah melampaui
Jandka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terhiutangnya pajak atau berakhirnya Ragian Tahun Pajak
atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV
PENYIDTIZ KAN
Pasal 33

{1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
venyildik untuk melakukan penvidikan tindak pidana
d1 bhidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
dukum Acara Pidana.

(Z2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal inl adalah

4. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pldana di bidany perpajakan daerah agar
Keterangan atau laporan tersebhut menjadi lebih

¢ lengkap dan jelas ;

1. Meneliti, wmencari dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau bhadan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

¢. Meminta keterangan dan bhahan bukti dari orang

prihadi atau badan sehubungan dengan tindalk
pidana di bidang perpajakan daerah ;
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2

1. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen  lain  herkenaan dengan tindak
pldana dibidang perpajakan daerah 2

. Melakukan penugeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-
dokumen lajn, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan hukti tersehyt ;

T- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

velaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

hidanyg perpajakan daerah

J, Menyuruh herhenti, melarang seseorandy
Beningealkan rusangan Atan tempat pada saat
privtt Tksadn sedany berlangsung  dan  memeriksa
ldentitas orang dan arau dokunen rang dibawa
sebadalmana dimaksud pada huruf e g

Hemol et seseciang yang herkaitan dengan tindak

vidana perpajakan daerah
Memanagi b arang untuk diderngar keterangannya
ddn diper jksa sebagai tersangka atau saksi ;

I Menghentikan penvidikan z

<. Melakukan tindakan lain vyang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
berpajakan daerah menurut hukum vang dapat
dlpertangoungiawabkan,

Fernyldik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pAsal ini memberitahukan dimulainya penvidikan dan
menyampalkan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Ui, sesual dengan Ketentuan yang diatur dalam
Uudang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAR XVT
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

FRrldksanaan peraturan daerah ini ditetapkan oleh
Fupal XKepala Daerah.
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Pasal 35

iengan berlakunva Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Naerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 35
Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan {Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Karawang Tahun 1994
Seri A Nomor 9/A/1994 tangogal 11 Oktoher 1994)
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatan dalam Lembaran Daerah Kabhupaten Daerah
Tinugar 11 Karawang.

Ditetapkan di K ar aw an g
ggal 23 Maret 199§

HRWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
nABUPATENNDATI II KARAWANG

/ Nje t u A
|

JAMAL SAFTUDIN

\

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
denyan Surat Keputusan

Homor :

Tarnaggal

liundangkan dalam Lembaran Daerah Kahupaten Daerah
Tingkat II Karawang

Nowmor

TAanugal

Serd A

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH
TINGKAT II KARAWANG

Drs. USMAN ZAKARIA
Pembina Tk.I
NIP.480.057,392
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